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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem

Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum Provinsi Sumatera Utara;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4726);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

=7

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan  Strategi
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 (Lembaran Daerah

Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI SUMATERA
UTARA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1«
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara
selanjutnya disebut Gubernur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang
selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi
dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang
wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Rencana Induk Sistem Penyediaan  Air Minum yang
selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka
panjang 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau
tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan
dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi
kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam

beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem

beserta dimensi-dimensinya.
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9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RISPAM Sumatera
Utara adalah RISPAM pada wilayah Kabupaten/Kota yang
ada di Provinsi Sumatera Utara.

10. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya
disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber
air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang
memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air
minum.

11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem
fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,

keuangan, peran masyarakat dan hukum).

Pasal 2
RISPAM Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai
dokumen induk rencana pengembangan SPAM regional di dalam
wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Sumatera Utara dengan memanfatkan air baku sungai yang

disusun dengan memperhatikan kebijakan strategi Daerah.

Pasal 3
RISPAM Provinsi Sumatera Utara bertujuan sebagai acuan bagi
pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota,
penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan
SPAM di Daerah.

BAB II
JANGKA WAKTU
Pasal 4
(1) RISPAM Sumatera Utara ditetapkan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun.
(2) RISPAM Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditinjau setiap S (lima) tahun sekali.
(3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.
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(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

dari Perangkat Daerah yang membidangi SPAM.

BAB IlI
PENYELENGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 5
Penyelenggara Pengembangan SPAM adalah Pemerintah
Provinsi melalui BUMD dan/atau UPTD sesuai kewenangannya
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekaligus

sebagai pelaksana SPAM.

Pasal 6
Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Perangkat
daerah yang menangani SPAM dan/atau Kelompok Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB IV
SISTEMATIKA RISPAM
Pasal 7
(1) RISPAM merupakan Dokumen perencanaan yang terdiri
dari 9 (sembilan) bagian berisi:

Pendahuluan;

o P

Kondisi Umum Daerah;

Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting;

a o

Standar/Kriteria Perencanaan;
Proyeksi Kebutuhan Air;
Potensi Air Baku;

Rencana Pengembangan SPAM,;

5o oo

. Rencana Pendanaan/Investasi;

[y

Rencana Pengembangan Kelembagaan.
(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DI D26

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002




